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PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
NOMOR |} TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 181 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2008, Bupati
mengajukan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah yang digjukan sebagaimana dimaksud dalam
hurul a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah
Dacrah Tahun 2014 yang dijabarkan dalam kebijjakan umum
APBD serta prioritas dan plaJon anggaran yang telah disepakati
bersama antara Pemerintah Dacrah dengan DPRD;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam
dimaksud dalam huruf a dan hurul b di atas, maka perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Dacrah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
Anggaran 2014;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penctapan
Undang- Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-
Undang Darurat Nomor S Tahun 1956, Undang-Undang Darurat
Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 1T
termasuk Kola Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I
Sumatera Selatan sebagail Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia
Nomor 3312] sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
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Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomeor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3831);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
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Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
60 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah heberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Ncgara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94 |, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 43540);

. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Kcuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah {(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5168);

. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis

Pajak Daerah yang Dipungut berdasarkan Penetapan Kepala
Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomeor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dacrah (Berita Negara Tahun
2011 Nomor 450), sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310};

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2014 {Berita Negara Tahun 2013 Nomor 690);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari APBD (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 450} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negern Nomor 39
Tahun 2012 (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 540);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
2007 Nomor (8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 08);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan (Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2008 Nomor 06,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Nomor 06, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor
23 Tahun 2012 (Lembaran Daerah kabupaten Lampung Selatan
Tahun 2012 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Selatan Nomor 23]J;



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
dan
BUPATI LAMPUNG SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN
ANGGARAN 2014,

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun
Anggaran 2014 adalah scbagai berikut:

a.
b.

(1)

(2)

(3)

(4)

Pendapatan Daerah Rp. 1.263.374.662.687,00

Belanja Daerah Rp. 1.404.173.487.175,00

Surplus/ (Defisit) (Rp. 140.798.824.488,00)
Pembiayaan Daerah:

1. Penerimaan Rp. 150.798.824.488,00

2. Pengeluaran Rp.  10.000.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 140.798.824 488,00

Pasal 2

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 96.670.132.450,00
b. Dana Perimbangan Rp. 984.135.683.800,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 182.568.846.437,00
Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
a. Pajak daerah Rp. 38.230.500.000,00
b. Retribusi daerah Rp. 19.380.878.000,00
c. Hasil Pengelolaan kekayaan daerah yg dipisahkan Rp. 6.500.000.000,00
d. Lain-lain Pcndapatan Asli Daerah yang sah Rp. 32.558.754.450,00

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak Rp.  40.006.962.800,00
b. Dana Alckasi Umum Rp. 847.657.151.000,00
c. Dana Alckasi Khusus Rp. 96.471.570.000,00

Lain-lain pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ terdiri dari :

a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Rp. 43.746.582.437,00
b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Rp. 138.822.264.000,00
c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari
Pcmerintah Rp. 0,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana vang dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
a. Belanja Tidak Langsung Rp 752.704.276.360,00

b. Belanja Langsung Rp. 651.469.210.815,00




(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1] huruf a terdiri dari
jenis belanja :
a. Belanja Pegawai Rp. 690.962.034.560,00
b. Belanja Bunga Rp. §.000.000.000,00
c. Belanja Hibah Rp. 24.606.876.700,00
d. Belanja Bantuan Sosial Rp. 1.467.188.300,00
¢. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/

Kabupaten/Kota/Pemerintahan Desa dan

Partai Politik Rp. 25.290.609.000,00
f. Belanja Tidak Terduga Rp. 2.377.567.800,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai Rp. 58.169,296,000,00

b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 222.222.949.413,00

c. Belanja Modal Rp. 371.076.965.402,00
Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Penerimaan Rp. 150.798.824.488,00
b. Pengeluaran Rp. 10.000,000.000,00
Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran

Sebelumnya (SILPA) Rp. 59.786.824.488,00
b. Penerimaan Pinjaman Daerah Rp. 90.982.000.000,00
c. Penerimaan kembali pemberian Pinjaman Rp. 30.000.000,00
Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
a. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Rp. 250.000.000,00
b. Pembayaran pokok utang Rp. 9.750.000.000,00

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan
Peraturan Daerah ini, yang terdiri dari;

da.

b.

Lampiran | : Ringkasan APBD;

Lampiran II  : Ringkasan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;

Lampiran [II : Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran IV . Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program dan Kegiatan,

. Lampiran V. : Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan

Urusan Pemcrintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Daerah;



{. Lampiran V1 : Dalftar jumlah Pegawai per Golongan dan per jabatan;
g. Lampiran VIl : Daftar Piutang Daerah;
h. Lampiran VIII : Daftar Penyertaan Modal { Investasi } Daerah;

1. Lampiran IX : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap

Daerah;
J. Lampiran X : Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
k. Lampiran XI : Daftar kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

|. Lampiran Xl ; Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

m. Lampiran XIII : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Opecrasional
Pelaksanaan APBD akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Selatan.

Ditetapkan di Kalianda

pada tanggal 24 Detember 2013
BUPATI LAMPUNG SEXATAN,

RYC MENOZA SZP

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH

2013
BUPATEN LAMPUNG SELATAN,

SUAONO

LEMBARAN ERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2013 NOMOR



